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ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentangahgan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan amana&nds kepada pemerintah untuk
membentuk peraturan pemerintah tentang merger sgbaga terkandung dalam Pasal 29
ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Dengan banyaknmgaipgan antar badan usaha dalam pasar
mengakibatkan pelaku usaha saling berlomba menaensikaegi-stategi baru agar usahanya
tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengdakukan merger. Oleh karena itu,
pemerintah membentuk PP No. 57 Tahun 2010 tentangdabungan atau Peleburan Badan
usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mergk&ib Terjadinya Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan tujuarpalgksanaan merger memiliki aturan
yang jelas dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanerger. Berdasarkan hal tersebut,
penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mangagaimana kedudukan KPPU
dalam hal terjadinya merger dan bagaimana pelaksanzerger berdasarkan PP No 57
Tahun 2010. Dalam penulisan skripsi ini penulis ggemakan metode penelitian yuridis
normatif dengan sifat penelitian deskriptif, datatga diperoleh dari penelitian kepustakaan
yang kemudian diolah dengan cara editing sertaldisndengan analisisi kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumemi Rssil penulisan dapat ditarik
kesimpulan bahwa KPPU memiliki kedudukan yang sapegating karena dipercaya oleh PP
No. 57/2010 sebagai lembaga yang menjadi penogsggak dan pengawas terjadinya
merger, sedangkan untuk pelaksanaan merger dilakdkagan tahap persiapan internal
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan persyarataggemdan setelah semuanya terpenuhi,
maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan mergaurotePP No. 57/2010 mengenai
rencana merger wajib diberitahukan kepada KPPl gatiaku usaha juga dapat melakukan
konsultasi secara sukarela kepada KPPU.



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangakti® Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebufAkti Monopoli) telah diundangkan
sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif sditun kemudian. UU Antimonopoli ini
dibuat dengan tujuan untuk menciptakan iklim usgdiag sehat, efektif dan efisien, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga agar ekopasair bekerja dengan wajar, serta
mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi peld&u usaha tertentu yang dapat
menghalangi persaingan yang sehat dan wajaengan semakin maraknya bermunculan
usaha-usaha baru di dunia persaingan usaha yang barkompetisi untuk menghasilkan
produk yang lebih baik agar semakin diminati oledsyarakat sebagai konsumen, membuat
pelaku usaha memunculkan strategi-strategi barandahengoperasikan usaha agar tetap
bisa bersaing dengan baik dipasaran. Salah sategittersebut adalah dengan melakukan
merger atau menggabungkan dua badan usaha atlu lebi
Merger atau penggabungan merupakan perbuatan hykam dilakukan oleh satu
badan usaha dengan badan usaha lainnya untuk nibemgdan diri dan bersama-sama
menjalankan usahanya. Selain merger ada juga bé&atukya yang dikenal dengan akuisisi
(pengambilalihan), dan konsolidasi (peleburan). &eimentuk merger dapat dilakukan oleh
para pelaku usaha untuk membantu menjalankan usateka. Merger dilaksanakan dengan
maksud agar dapat memberikan keefektifan dalanshbeauserta membantu usaha kecil yang
sedang membutuhkan dana segar agar usahanya ég@prbdengan baik. Untuk menjamin

adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang inggraksanakan merger, maka

! Syamsul Maarif, 2010Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, degraf Publishing, Jakarta, him.
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pemerintah membentuk aturan khusus dalam pelaksanaayer, seperti terdapat dalam UU
Antimonopoli.

Di dalam Batang Tubuh UU Antimonopoli terdapat duesal yang diamanatkan
untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemehintaitu Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29
ayat (2). Pasal 28 ayat (3) berbunyi “Ketentuanhldanjut mengenai penggabungan atau
peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimanakglich ayat (1) dan ketentuan
mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagadimaksud dalam ayat (2), diatur
dalam Peraturan Pemerintah”. Sedangkan ketentulamdRasal 29 ayat (2) berbunyi
“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atdai rpenjualan serta tata cara
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayaiafliy dalam Peraturan Pemerintah”.

Pengaturan dalam Batang Tubuh UU Antimonopoli tarse diatas yang
mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuktuRET Pemerintah, sehingga
terbentuklah PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggalnuatau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Méagiekn Terjadinya Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (setaygudisebut PP No 57 Tahun 2010),
yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Ju201

Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk guna mahReipt persaingan usaha yang
sehat dan wajar dalam hal terjadinya merger, kamegr@er merupakan salah satu cara bagi
pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang makddengan adanya merger, pelaku
usaha dapat mengurangi biaya produksi sehinggmtiengroduk yang efisien. Selain untuk
alasan efisiensi, merger juga merupakan salahcsatupelaku usaha untuk keluar dari pasar
jika pelaku usaha tersebut ingin mendapatkan kegatu finansial dari perusahaannya atau

bagi pelaku usaha kecil jika dianggap tidak adaylagg dapat meneruskan usah&nya

2 |bid., him 10.



Pelaksanaan merger yang banyak dilakukan oleh peis&ha perlu dikendalikan dan
diawasi oleh lembaga berwenang yang ditunjuk olingyintah, dalam rangka mengurangi
dampak negatif yang ditimbulkan terhadap persaingartuk hal itu, dibentuklah oleh
pemerintah sebuah lembaga independen yang bedabagai pengawas tegaknya peraturan
dan juga pemberian kepercayaan dari PP merger &efmdbaga tersebut dalam hal
terjadinya merger.

Lembaga dimaksud adalah Komisi Pengawas Persalsggma (seklanjutnya disebut
KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi tegaknya dpatdhinya UU Antimonopoli. KPPU
adalah sebuah lembaga yang bersifat independemndirdalam menangani, memutuskan
atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidakt@dipengaruhi oleh pihak manapun, baik
pemerintah maupun pihak lain yang memilikonflict of interest, walaupun dalam
pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung @patla presidénDengan tugas dan
wewenang yang diemban oleh KPPU, apabila KPPU mek&m dugaan pelanggaran
terhadap UU Antimonopoli dan PP merger yang dilaku&leh perusahaan hasil merger dan
memberikan dampak bagi persaingan usaha, maka mgagg telah dilakukan tersebut
dapat dibatalkan. Pembentukan PP ini diharapkamtdagmpermudah pekerjaan KPPU
dalam hal merger.

Kesepakatan dalam melaksanakan merger ini adalgkpékatan bagi seluruh
anggota dewan direksi, apabila perusahaannya heakb@ersero dan biasanya dilakukan
dalam bentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pBesggroan yang terancam pailit,
merger dapat menjadi salah satu jalan keluar umterlkgatasi masalah likuidasi bagi kreditor,
pemilik dan karyawan.

Pelaksanaan merger berpotensi menciptakan dampgtifnierhadap kondisi pasar.

Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari mergartu penciptaan atau penguatan

® Hermansyah, 200&0kok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, him. 73.



kekuatan pasarnfarket power) dari perusahaan hasil meryebi Uni Eropa, beberapa
dampak yang jadi perhatian sebagai akibat dariusoarger, yaitu struktur pasar yang
berdampak buruk, ketakutan terhadap lahirnya bisaksasa, sektor sensitif yang dikuasai
asing dan juga penganggutan

Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasasger yang menimbulkan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehathSaatu contohnya yaitu kasus
kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) aRB Telekomunikasi Seluler
(Telkomsel) dan PT Indosat, Tbk., yang dikenal @derniKasus Temasek”.

“Kasus Temasek ini mulai menjadi perkara dan bargilKPPU pada April 2007.
KPPU menilai akibat akuisisi tersebut telah menggraingkat persaingan di pasar dan
merugikan konsumen telepon seluler. Diktum No. tufan KPPU yang dibacakan pada
tanggal 19 November 2007 memerintahkan agar Temassgkpaskan kepemilikan
sahamnya pada Telkomsel atau PT Indosat, Tbk. &utosmna yang telah dikuatkan
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MahkarmgahgARepublik Indonesia. Selain
kasus Temasek, KPPU juga telah memeriksa duga&tekranonopoli yang dilakukan
oleh PT Carefour Indonesia (Carefour) pasca akuwsisam PT Alfa Retailindo, Tbk.
(Alfa) dan pada tanggal 3 November 2009 KPPU mekgat Carefour melanggar UU
No. 5 tahun 1999 dalam tindakan akuisisi terselant miemerintahkan Carefour untuk
melepas kembali kepemilikannya pada Affa.”

Merger yang memberikan kerugian bagi masyarakahagsebkonsumen atau bagi
pelaku usaha lainnya yang mengurangi persaingaaradg menurut UU Antimonopoli,
karena bisa menyebabkan timbulnya praktik monodah persaingan usaha tidak sehat.
Dampak merger yang menimbulkan kerugian dapatdiekarena tindakan sendiri yang
dilakukan perusahaan hasil merger. Tindakan setetjadi jika hasil merger menciptakan
suatu perusahaan dengan kekuatan pasankét power) yang besar atau secara signifikan

meningkatkan kekuatan pasar yang telah dimilikh@alah satu perusahaan sebelum merger

terjadr.

*1bid.

®bid., him. 11.

®bid., him. 4.
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Merger yang memberikan dampak merugikan pada pg@aidan masyarakat dapat
terjadi karena tindakan bersama pelaku usaha Tamlakan bersama yang dimaksud yaitu
tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang padan pelaku usaha hasil merger,
dengan pelaku usaha — pelaku usaha lain dalam passangkutah Pelaku usaha dalam
bertindak harus memikirkan dengan baik dampak-damyng ditimbulkan atas setiap
tindakan tersebut, apakah telah sesuai dengamadtaakah memberikan dampak buruk bagi
masyarakat ataupun bagi pelaku usaha lainnya. Bamden pengalaman, keberhasilan dan
ketidakberhasilan perlu dibuat cermin perusahaang yakan melakukan merger agar
kemudian hari perusahaan dapat meningkatkan kiekgaominya, sehingga pada gilirannya
tidak hanya meningkatkan kesejahteraan konsumtapi geiga meningkatkan kesejahteraan
nasional.

Pelaku usaha dalam melakukan merger harus menykanppemberitahuan kepada
pihak KPPU sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 PBNthun 2010. Pemberitahuan
bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik moniogeh persaingan usaha tidak sehat dan
pemberitahuan ini bersifat wajib. Melalui pembdrntan, KPPU dapat menilai dan
memberikan pendapat tentang boleh atau tidaknyaendersebut dilaksanakan. Apabila
hasil penilaian KPPU menyatakan bahwa merger yatakukan tidak mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usatdakti sehat, maka merger dapat
dilanjutkan. Akan tetapi apabila menyebabkan tenpmdktik monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat, maka pelaksanaan merger tefsaigtdibatalkan.

Pelaku usaha yang tidak melakukan pemberitahuaadkePPU dapat dikenakan
denda dan juga pembatalan terhadap merger yarigikidla karena berisiko mengakibatkan

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usatlaktisehat. Untuk hal-hal tersebut diatas

8 bid., him 76.

® Supriyadi, bertindak sebagai pembicara dan diséapalalam seminar yang telah dirangkum dalam buku,
2010 ‘Efektifitas Regulasi Merger dan Akuisisi dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha, PT Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, him. 10.



keberadaan KPPU sangat diperlukan dalam pelaksaneayer, selain untuk mengawasi dan
menegakkan peraturan perundang-undangan yang wgia,sgbagai pihak yang memiliki
peran penting dalam melaksanakan merger, khususaggenai pelaksanaan pemberitahuan
merger serta mengawasi jalannya perusahaan hasgemeengawasan dilakukan guna
menghindari terjadinya praktik monopoli dan/atauspangan usaha tidak sehat. Selain
mengawasi, KPPU juga memperhatikan dengan seksaa@da&n pasar yang didalamnya
terdapat perusahaan hasil merger, sehingga dapategeh terjadinyanarket power, serta
persaingan usaha yang sehat tetap berjalan deagaddbam pasar.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis beuthakguk melakukan penelitian
dengan judul KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
HAL TERJADINYA MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 57 TAHUN 2010)".

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapamdskan beberapa permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pengawas Persaingsahal dalam hal
pelaksanaan merger?
2. Bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan Per&amarintah No. 57 tahun

20107

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :
1. Mengetahui kedudukan Komisi Pengawas PersainganhaJsdalam hal

pelaksanaan merger.



2. Mengetahui pelaksanaan merger berdasarkan Perdearaerintah No. 57 tahun

2010.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diberikan dengan adanya penelitiaadalah :
a. Manfaat Teoritis
Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikartrikosi pemikiran

terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumny®atarkepustakaan ilmu
hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikahagan mengenai:

1. Perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum persainggma.

2. untuk menambahkan literatur yang dibutuhkan pemizayg memahami
merger dan pelaksanaannya agar tidak memberikapalanegatif terhadap
persaingan usaha.

b. Manfaat Praktis
1. Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman semtngetahui
kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul sertasbéa untuk memberikan

sumbangan pemikiran mengenai merger.

E. Metode Pendlitian
Metode yang penulis gunakan untuk mempermudah grpsecarian, pengumpulan
dan penulisan penelitian antara lain :
1. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang penulis gunakan ladalatode pendekatayuridis

normatif yaitu pendekatan masalah melalui melalui pengelitakum dengan melihat



norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dandaperaturan perundang-
undangan, kontrak atau perjanjian, putusan peraggdian pendapat para ahli.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifatleskriptif'® yaitu Penulis memberikan gambaran dan analisa
mengenai kedudukan KPPU, pelaksanaan dan pengatal@m merger, khususnya
mengenai Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010.
3. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
Penulis mendapatkan data melalui penelitian kegaata Library Research),
yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitidkuhuyang dilakukan dengan
pendekatan normatif karena dalam penelitian iniunuldikonsepsikan sebagai
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkah adémbaga atau pejabat
yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu tgaritanom, terlepas dari
peraturan-peraturan lainnya yang ada dimasyarakat
c. Jenis Data
Jenis data yang penulis gunakan untuk mendapatkanyaitu Data Sekunder yang
dapat digolongkan sebagai beriktt :
1) Bahan hukum primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatargikegn yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan. Peraturan pamgachdangan yang penulis
gunakan yaitu :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang LarangaktiRrslonopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

1% Soerjono Soekanto, 200Bengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, him. 50.

1 Bambang Sunggono, 201detodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him. 67
'2|bid. him 52



c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseredrai&s

d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang gadbnggan atau
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan SahamaRean yang Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Pergan Usaha Tidak
Sehat

e. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentanggabuoggan, Peleburan,
dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.ah8nT2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Merger

2) Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatam, lkbanya berfungsi
sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Sepaharrbahan kepustakaan,
artikel, makalah, literatur, jurnal hukum, pedomserta surat kabar. Penulis juga
menambahkan data pendukung berupa penelitian ydagukian di Komisi
Pengawas Persaingan Usaha yang beralamat di.jiH. luanda No. 36, Jakarta
Pusat.
3) Bahan hukum tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupemetasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalaus, ensiklopedia, indeks
kumulatif dan seterusnya.
4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu stoklimen atau bahan pustaka

yang merupakan suatu alat pengumpulan data melalia tertulis dengan jalan



membaca, mengkaji dan memahami bahan-bahan rafer@mg berkaitan dengan
materi yang akan diteliti untuk mendapatkan dakaiseer->
5. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data
Pengolahan data dilakukan dengan edrang yaitu pengolahan data dengan cara
menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-gatay telah diperoleh agar
dapat tersusun secara sistematis.
b. Analisis data
Analisis data yang digunakan yaitu analisis kutditaarena data-data yang telah
diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakudtah penulis terhadap bahan
hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan aaggka, tetapi
berdasarkan peraturan perundang-undangan besedapa para pakar.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini dibuat dent@perinci, agar mudah dipahami
dan dimengerti oleh pembaca dengan sistematikayaebarikut :
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masagehymusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peae] dan sistematika
penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentangum persaingan
usaha, tinjauan umum mengenai lembaga penegakkkmmhypersaingan
usaha, dan tinjauan umum merger.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2 bid, hal. 22.



BAB IV

Bagian ini berisi tentang kedudukan Komisi PengaWwassaingan Usaha
dalam hal pelaksanaan merger dan pelaksanaan myamgiterjadi di KPPU

berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggatuatgu Peleburan
Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaag apat

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Pergan Usaha Tidak
Sehat.

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua perakam dari bab-bab
sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saranp@amgis berikan terhadap

hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan pahasan yang dilakukan.



BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat dikiampbahwa :

1. Kedudukan KPPU dalam hal terjadinya merger yaitiPKlfberhak untuk membatalkan
atau melanjutkan merger yang dilakukan oleh pelakaha. Selama merger yang
dilaksanakan tidak menimbulkan praktik monopoli d&au persaingan usaha tidak
sehat, maka merger dapat dilaksanakan. Pelaku weafia mematuhi dan mengikuti
setiap aturan dan ketentuan yang diberikan olehlKédam melakukan penggabungan
demi menciptakan persaingan yang sehat dan bebgwaktik monopoli.

2. Pelaksanaan merger dilakukan dalam dua tahapaty tahiap persiapan dan tahap
pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, merger dipkasiadalam internal perusahaan
masing-masing badan usaha merger untuk mencarip&estan. Dibuat rancangan
penggabungan untuk dimintakan persetujuan dalamatRédmum Pemegang Saham
yang biasa disebut RUPS. Dengan persetujuan RURSuUkAn pengumuman dalam 2
(dua) surat kabar dan pengumuman tertulis kepagawan perusahaan tentang rencana
merger. Kemudian diajukan surat permohonan kepaddan dengan melampirkan akta
perubahan Anggaran Dasar dan akta Rancangan Pemggab untuk mendapat
persetujuan Menteri. Perusahaan hasil merger diigeitarkan dalam daftar perusahaan
dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Repubtlknesia. Tahap kedua,
memenuhi ketentuan dalam PP No. 57 Tahun 2010 yadlakukan pemberitahuan
secara tertulis kepada KPPU tentang rencana meéatgn jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah tanggal merger berlaku efekirfidis. Kemudian KPPU memberikan
Penilaian tentang boleh atau tidaknya merger dilakan. Selain pemberitahuan,

pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secaraetakbaik disampaikan tertulis



maupun dengan lisan yang pada akhirnya juga dilEkutenilaian atas konsultasi
tersebut.

B. SARAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang tel&ukiiia, maka dapat diberikan saran

sebagai berikut :

1. KPPU sebaiknya melakukan publikasi yang lebih geftagi kepada para pelaku usaha
bahwa ada peraturan baru yang harus dipatuhi bstgipsbadan usaha yang ingin
melakukan merger, karena di dalam Peraturan Petaleryang baru terbentuk tersebut
terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan olebhspbaan merger untuk melakukan
pemberitahuan kepada KPPU. Apabila tidak segerakukédn pemberitahuan, maka
dapat dikenakan denda keterlambatan atas setiakett@riambatannya.

2. Dikarenakan banyaknya prosedur yang harus dilenlath badan usaha yang ingin
melakukan merger sehingga membutuhkan biaya yakgpcbhanyak, sebaiknya waktu
pelaksanaan merger lebih dipersingkat lagi agaktiohnyak terjadi pemborosan dalam
badan usaha, karena salah satu tujuan pelaku usahla melaksanakan merger adalah
agar dapat melakukan penghematan dan pengefeki#iam melakukan kegiatan dan
produksi usaha.

3. Penilaian yang diberikan oleh KPPU merupakan salau upaya dalam mencegah
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usalaktisehat yang mungkin terjadi
setelah terlaksananya merger. Oleh karena itu,iksst@a badan usaha hasil merger
mematuhi segala ketentuan yang terkait dengangm@mikelama proses pemberitahuan
dan konsultasi berlangsung agar dikemudian hamengrang telah dilaksanakan tersebut
tidak dibatalkan oleh KPPU karena melanggar ketentyang telah ada dalam UU

Antimonopoli dan PP No. 57 Tahun 2010.
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